BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR §3 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
pEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

1ang

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah

n Anggaran 2013;
13 Tahun 1950 tentang

Kabupaten Banyumas Tahu

gat . 1. Undang-Undang Nomor

Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam

awa Tengah;

Lingkungan Provinsi J
32 Tahun 2004 tentang

2. Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2064 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik (ndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Dacrah (Lembaran Negara Republik

Pemerintahan
Tahun 2008 Nomor 59, Tamb

844);

Sonilis ia ahan Lembaran
n nesliée

Negara Republik Indonesia Nomor 4
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3.

10.

Undang- ane i
ndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

acrah de o
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Te
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pemb ;
embentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemecrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentil
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2011 Nomor 4 Seri CJ;
n Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20

Peratura
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21

Tahun 2011 tentang Retribusi
(Lembaran Dacrah Kabupaten

Perizinan Tertentu di

Kabupaten Banyumas

Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);

2
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1 1. Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri

A);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2013.

_flﬂpkan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

,m Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Dacrah sclaku unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah yang selanjutnya
dissbut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yvang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Seckretariat Dewan Perwakilan Rakyvat
Dacrah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja,
I:a_moﬂ Kecamatan dan Kelurahan.

tjabat Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung
Membanty SKPD pemungut pajak dacrah dan retribusi daerah.

Inscntif Pemungutan pajak dacrah dan retribusi daerah vang selanjutnya

dis,

Se .

bUt Insentif adalah tambahan penghasilan ¥
ntu dalam melaksanakan pemungutan pajak

ang diberikan  sebagai

Peng
Bhargaan atas kinerja terte

Crah . ;
4 dan retribusi daerah.
Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

“Pa —— i
da Daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersitat

-~
LN ?
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rdasarkan Undang- ; i
ks perdast B-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
¢ . ¢ igunak:

f ra Jangsung dan digunakan untuk keperluan Dae
cadle
o< g kemakmuran rakyat,
-r1\ ¢

rah bag scbhesar-

et , " olan
- aele ang sSe g i £
Q.“-ibllﬁ’ pacrah yang sclanjutnya disecbut Retribusi adalah pungutan
RC . i N
paeral sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

sediakan dan/at iberik:
chusus disediz an/atau diberikan olch Pemenntah Daerah untuk
pcnli“g““ orang pribadi atau badan.
ke _
arget penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan dacrah vang

werasal
ak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Recklame.

Paj
Parl-:il'.
ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Paj
Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah vang
perasal dari :

». Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Keschatan,
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian
Biava Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pclayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus,

Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi;
b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah,

Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,

Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
¢ Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin  Mendirikan

Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi

- Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
arget Kinerja adalah pencapaian targel penerimaan pajak dan retribusi
Yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Yang .

8 dijabarkan secara Triwulan.

e . ; ; :
Mungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

a . : ;
4 Objek dan subjek pajnk atau retribust, penentuan besarnva pajak atau

retr' i .
busi nagihan pajak atau retribusi

“paq yang terutang sampai kegiatan pe . .
a4 Wajib Pajak atau Retribusi scria pengawasan penyetorannya.
'ng{{aran P
adalah -

endapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut  APBD
< : L b

Ncana keuangan tahunan pcmcrinmlmn dacrah yang dibahas dan

\“‘--4
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l’/
-
5
/

. ) c ICh B b 1 . " i
RO persama © upati dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan
dis

pkan dengan Peraturan Daerah,
!c[ﬂ

di
Pasal 2

n dan pemanfaatan insentil' pemungutan pajak dacrah dan retribusi

beri

'nh dilaks
esuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik

anakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas

]ﬂ dIS

kondisi obyektil daerah.
(d

BAB II
|NsENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penerimaan [nsentif
Pasal 3

insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.

| Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan

kepada :

a Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan
keuangan daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

¢. Pejabat dan pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;

d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.

Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang

ditugaskan oleh DPPKAD selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

untuk meningkatkan :

& kinerja instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
“ Pendapatan daerah; dan

U pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4
SKpp Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi scbagaimana dimaksud
rialam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja
1ertf_.mu.
'iﬂurja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian

lar

Set pe ) . o ‘
l pl‘n b ‘nerimaan Pajak dan Retribust yang tel
i e

ah ditetapkan dalam APBD.

o ) N : avat (1) dibayarkan setia
gy fan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) i P
Wy, s
! ‘N pada awal triwulan berikutnya.
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1 target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk

am ‘hav . .
1.\1 -cbut dlbd_\ﬂrkﬂn pddﬂ awal triwulan berikutnva vang ek

ai target tr iwulan yang ditentukan.

target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak

Wl tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan
scap=s

bclumﬂ."ﬂ
- Jam hal target Kinera pada akhir tahun anggaran (Triwulan V) reahsasi
pase : :

qdapatan kurang dari 100 % (Seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 %
ot

-’ujUh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan I dan

_qulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 5

jsentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan scbesar 5% (lima

ari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk

;crscratus] d

jap jenis Pajak dan Retribusi.

gesaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

APBD.
Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 ayat (1) yang

dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan,
etribusi menctapkan

rkan kepada pcjabat
yat (2) huruf ¢ dan

setiap Kepala SKPD pemungut Pajak dan/atau R
perincian penerima dan besarnya insentif yang dibaya
dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a
huruf d dengan Keputusan Kepala SKPD-

ana dimaksud pada ayat (2) didasarkan

feputusan Kepala SKPD sebagaim
disesuaikan dengan

kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang

bcsamYa tanggung jawab dan beban kerja penerima insentif.
BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGG
pasal 7

UNGJAWABAN

insentif pemungutan Pajak yang

atan Pajak.
un anggaran Insentif
arget Kinerja

e DPPKAD menyusun anggaran
e::nya disesuaikan dengan target kinerja ptfndap
4 SKPD pelaksana pemungul Retribusi menyus
munguta“ Retribusi yang besarnya disesnaikan dengan 1

tn
dapatan Retribusi.
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g
-

-

anggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
= dikclompokaﬂ ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
mtl-dasﬂfl"f’m jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak
bcrta incian obyek belanja Pajak.
;ananggafan insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikel-om.pokkan 'ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
bcrdasal'ka“ jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan

Rclfibusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

 hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran
h tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan
, tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun
gran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
undang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

tanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 10

Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

4 Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

+ Pajak Hiburan

+ Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

' Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Beq Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Rp
Peﬂmtaan

Rp 2.500.000.000,00
Rp 1.500.000.000,00
Rp  800.000.000,00
Rp 1.750.000.000,00
Rp 24.500.000.000,00
Rp  170.000.000,00
Rp 96.000.000,00
Rp  225.000.000,00
Rp 14.000.000.000,00
26.200.980.000,00

c
d

e B ¢

= =

aten Banyumas tentang Anggaran
Tahun Anggaran 2013 telah
nis Pajak sebagaimana

p:rl,zm hal Peraturan Daerah Kabup
izel:patan dan Belanja Daerah Perubahan
dimakpkan maka target pencrimaa-n untuk
Sud pada ayat (1) menyesuaikan den
“imang tercantum dalam Peraturan

tiap je
gan besaran target penerimaan

Daerah Kabupaten Banyumas
5

-
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,cngt‘nai Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Perubahan Tahun
l\.:.'.s:t:ari\“ 2013
sret penerimaan untuk tiap jenis  Retribusi Dacrah dan SKPD pengelola
;c:._dﬂpat:m retribust dacrah  sebagaimana ditctapkan dalam Angraran
j~-‘::'.c53F"3m“ dan Belanja Dacrah Kabupaten Banvumas Tahun Anggaran
'.,‘,l 3 adalah scbagai berikut :
;. Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Pelayanan Keschatan

Dinas Keschatan Rp 7.574.509.316,00

Retribusi Pelayanan

(3]

Persampahan/Kebersihan

a) DCKKTR Rp 278.000.000,00

b) Dinporabudpar Rp 15.000.000,00
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan

Akta Catatan Sipil

Dindukcapil Rp 2.275.000.000,00

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

RN

Pengabuan Mayat

DCKKTR Rp 0,00
S. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum

Dinhubkominfo Rp 1.200.000.000,00
6. Retribusi Pelayanan Pasar
Dinperindagkop Rp
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinhubkominfo Rp 750.000.000,00
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran
DCKKTR Rp
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pcta
Dinas ESpDM
10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan
Kakyg
DCKKTR Rp
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Dinas Pendidikan

4.200.000.000,00

=~}

Rp 20.000.000.00

22.000.000,00

I,
Rp 0,00

12, .
Retribusi pengendalian Menara

Teley enad
Omunikasi Rp 750.000.000,00

h, R I:)i“hm?'kctminfo

Cty 2
1 "bus; Jasa Usaha
Ctribusi pemakaian Kekayaan Daerah

]
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pinas SDA dan BM
BPM dan PP
Dinporabudpar

a)
b)

c)
d) Kantor Diklat

¢) Dinas Peternakan dan Perikanan
f) Kecamatan Ajibarang
g) Kecamatan Banyumas
h) Kecamatan Cilongok
i) Kecamatan Gumelar
j) Kecamatan Jatilawang
k) Kecamatan Kembaran
1) Kecamatan Kemranjen
m) Kecamatan Patikraja
n) Kecamatan Pekuncen
o) Kecamatan Purwokerto Barat
p) Kecamatan Purwokerto Selatan
g Kecamatan Somagede
r) Kecamatan Tambak
2. Retribusi Terminal
Dinhubkominfo
. Retribusi Tempat
Penginapan /Pesanggrahan/Villa

w

Dinporabudpar
4. Retribusi Rumah Potong Hewan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

o

Dinporabudpar
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dinas Peternakan dan Perikanan

* Retribusi Perizinan Tertentu

"t

l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
a) BPM dan PP
b) Kecamatan Ajibarang
¢) Kecamatan Banyumas
d) Kecamatan Baturraden
€) Kecamatan Cilongok
) Kecamatan Gumelar
8 Kecamatan Jatilawang
h) Kecamatan Kalibagor
1) Kecamatan Karanglewas
) Kecamatan Kebasen
k) Kecamatan Kedungbanteng

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

202.300.000,00
150.000.000,00
195.000.000,00
50.000.000,00
12.106.000,00
864.000,00
360.000,00
1.080.000,00
1.184.400,00
1.470.000,00
600.000,00
1.344.000,00
600.000,00
88.800,00
336.000,00
672.000,00
792.000,00
806.400,00

2.190.000.000,00

0,00

704.902.000,00

4.726.075.000,00

200.000.000,00

2.100.000.000,00
2.500.000,00
4.000.000,00
55.059.000,00
8.200.000,00
700.000,00
5.250.000,00
12.000.000,00
3.300.000,00
3.500.000,00
4.200.000,00
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) Kecamatan Kembaran
m) Kecamatan Kemranjen
n) Kecamatan Lumbir
0) Kecamatan Patikraja
p) Kecamatan Pekuncen
a Kecamatan Purwojati
r) Kecamatan Purwokerto Barat
s) Kecamatan Purwokerto Selatan
t) Kecamatan Purwokerto Timur
u) Kecamatan Purwokerto Utara
v) Kecamatan Rawalo

w) Kecamatan Sokaraja

x) Kecamatan Somagede

y) Kecamatan Sumbang

7) Kecamatan Sumpiuh
aa)Kecamatan Tambak

bb) Kecamatan Wangon
_ Retribusi Izin Gangguan

a) BPM dan PP

b) Kecamatan Ajibarang

¢) Kecamatan Banyumas

d) Kecamatan Baturraden

e) Kecamatan Cilongok

f) Kecamatan Gumelar

g) Kccamatan Jatilawang

h) Kecamatan Kalibagor

i) Kecamatan Karanglewas

j) Kecamatan Kebasen

k) Kecamatan Kedungbanteng

I) Kecamatan Kembaran

m) Kecamatan Kemranjen

n) Kecamatan Lumbir

0) Kecamatan Patikraja

p) Kecamatan Pekuncen

q) Kecamatan Purwojati

1) Kecamatan Purwokerto Barat

s) Kecamatan Purwokerto Selatan

t) Kecamatan Purwokerto Timur

u) Kecamatan Purwokerto Utara

v) Kecamatan Rawalo

W) Kecamatan Sokaraja

X) Kecamatan Somagede

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2.500.000,00
7.000.000,00
1.100.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
330.000,00
36.300.000,00
20.000.000,00
54.589.498,00
32.000.000,00
2.800.000,00
27.500.000,00
2.000.000,00
5.500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
18.500.000,00

300.000.000,00

200.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.100.000,00

750.000,00
1.600.000,00
2.400.000,00

80.000,00
1.000.000,00
1.350.000,00

800.000,00

850.000,00

450.000,00

750.000,00

750.000,00

440.000,00
3.509.000,00
2.000.000,00
3.960.000,00
3.000.000,00

950.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
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Kecamatan Sumbang Rp 3.500.000,00

)

Z) Kecamatan Sumpiuh Rp 100.000,00

aa)Kecamatan Tambak Rp 1.200.000,00

bb) Kecamatan Wangon Rp 2.500.000,00
3, Retribusi Izin Trayek

Dinhubkominfo Rp  15.000.000,00
4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol

BPM dan PP Rp 0,00

| Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah
ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2013.

Target kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara

triwulanan.
Target pendapatan perjenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat

[9) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :

Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

(1) Sampai dengan triwulan [ i 25 % (dua puluh lima perseratus)
2) Sampai dengan triwulan Il 1 50 % (lima puluh perseratus)

B) sampai dengan triwulan 11l : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
(4) Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)

Targey Pendapatan perjenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan
T‘irlcmu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja
Uabarkap sebagai berikut :

% Retribys; Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
P elayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTp dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pe“g“bllan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
Rf’lribuSi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian
Bla-\’a Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus,

lribysi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara
“Iekomunikasi .

(1)
(2)

15% (Lima belas perseratus)
40 % (Empat puluh perseratus)

Sampai dengan triwulan I

S4mpai dengan triwulan 11
11
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=

ampai dengan trivulan 11 ¢ 75 4 . \
(3) sami 75 % (tujuh puluh lima perseratus)

. ai dengan triw r -
(4) gamp 8 lan IV ;100 % (seratus perseratus)

Lpusi Jasa Usaha yang slbiinh  Basatiaat ) )
Retrib ang meliputi Retribusi Pemaknian  Kekayaan

0.

: paerah, Retribusi  Terminal,  Retribusi  Tempat  Penginapan/
Pcsunggmhzm/\.filla, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat
Rekreasi & Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :

1) sampai dengan triwulan T : 15 % (lima belas perseratus)
2) sampai dengan triwulan [ : 40 % (empat puluh perseratus)
3) sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)
c Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi lzin Mendirikan

Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi lzin Trayck dan Retribusi

|zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :

1) sampai dengan triwulan [ : 15 % (lima belas perseratus)
2) sampai dengan triwulan I : 40 % (empat puluh perseratus)
3) sampaidengan triwulan [II ;75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4) sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)
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